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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 10 Provinsi di Sumatera. Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah seluruh Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021 menjadi sumber data sekunder. Jumlah 

sampel yang diambil dengan Teknik sampling jenuh selama lima tahun sebanyak 50 sampel. 

Perangkat lunak IBM SPSS Statistic 26 dan regresi linier berganda digunakan untuk menguji data. 

SILPA (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan PAD (X1), DAU (X2), dan Belanja Modal (X3) 

merupakan variabel dependen. Berdasarkan hasil uji simultan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel PAD, DAU dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

SILPA. Hasil uji parsial menunjukkan bahhwa variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap SILPA, variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap SILPA, kemudian variabel 

Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA. 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran 

 

Abstract 

This study aims to determine the simultaneous and partial effect of Regional Original Revenue 

(PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on the Remaining Over Budget 

Financing (SILPA) in 10 Provinces in Sumatra. The Financial Statements of Local Governments of 

all Provinces in Sumatra for 2017-2021 are secondary data sources. The number of samples taken 

by saturated sampling technique for five years was 50 samples. IBM SPSS Statistics 26 software and 

multiple linear regression were used to test the data. SILPA (Y) is the dependent variable, while 

PAD (X1), DAU (X2), and Capital Expenditure (X3) are dependent variables. Based on the results 

of simultaneous test in this study, it shows that the variable PAD, DAU and Capital Expenditure 

affect SILPA. The partial test results show that the PAD variable partially has no effect on SILPA, 

the DAU variable partially affects SILPA, then the Capital Expenditure variable does not affect 

SILPA.   

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure, 

Remaining Over Budget Financing 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Delngan diteltapkannya UlUl No. 23 Tahuln 

2014, telrjadi pelrulbahan yang culkulp belrarti 

pada pelngellolaan pelmelrintahan di daelrah. 

Paradigma yang melmbelrikan kontribulsi belsar 

dalam pelrulbahan telrselbult adalah delselntralisasi 

dan yang paling ultama ada pada pelngellolaan 

kelulangan daelrah. Melnulrult UlUl No. 23 Tahuln 

2014, delselntralisasi melrulpakan pelnyelrahan 

ulrulsan pelmelrintahan dari pelmelrintah pulsat 

kelpada daelrah otonom delngan belrdasarkan 

asas otonomi. Otonomi daelrah melncakulp hak, 

welwelnang, dan kelwajiban daelrah ulntulk 

melngatulr dan melngulruls selndiri ulrulsan 

pelmelrintahannya selrta kelpelntingan 

masyarakat seltelmpat dalam sistelm Nelgara 

Kelsatulan Relpulblik Indonelsia yang 

dilaksanakan selsulai pelratulran dan dijalankan 

sellulas-lulasnya delngan tuljulan melningkatkan 

kelseljahtelraan masyarakat, pellayanan ulmulm, 

dan daya saing daelrah. 



P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940 
 

194                                                            Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 8 No. 1 2024 
 

Salah satul aspelk dari pelmelrintah daelrah 

yang haruls diatulr delngan hati-hati adalah pada 

pelngellolaan kelulangan daelrah dan anggaran 

daelrah (Mardiasmo, 2018). Selpelrti dikeltahuli, 

pelngellolaan kelulangan daelrah dilaksanakan 

dalam sulatul sistelm telrintelgrasi yang 

diwuljuldkan dalam anggaran daelrah. Anggaran 

daelrah ataul Anggaran Pelndapatan dan Bellanja 

Daelrah (APBD) melrulpakan instrulmeln 

kelbijakan yang ultama bagi pelmelrintah daelrah. 

Anggaran daelrah melnjadi sulatul peldoman 

ulntulk melnilai apakah kelgiatan 

pelnyellelnggaraan pelmelrintah suldah selsulai 

delngan keltelntulan yang tellah diteltapkan. 

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan 

Daerah, Belanja Derah dan Pembiayaan 

Daerah. Pendapatan daerah meliputi seluruh 

penerimaan uang melalui rekening kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana, 

merupakan hak daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah, sedanglan belanja daerah meliputi 

semua pengeluaran dari rekening kas umum 

daerah yang mengurangi ekuitas dana, 

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. 

Pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi 

keuangan yang digunakan untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus. 

Pada seltiap akhir tahuln anggaran, 

pelmelrintah daelrah wajib mellakulkan 

pelrtanggulngjawaban pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan di daelrahnya. Belntulk dari 

pelrtanggulngjawaban yang dilakulkan 

pelmelrintah daelrah yaitu dengan menyediakan 

laporan keuangan yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan 

Perubahan SAL), Neraca, Laporan 

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari ketujuh 

laporan keuangan tersebut, LRA merupakan 

salah satu bentuk dari pertanggungjawaban 

pemerintah daerah kepada masyarakat dalam 

mengelola dana publik. Melnulrult PP No. 71 

Tahuln 2010 telntang Standar Akulntansi 

Pelmelrintahan, LRA melnyeldiakan informasi 

melngelnai relalisasi pelndapatan-LRA, bellanja, 

transfelr, sulrluls/delfisit-LRA, dan pelmbiayaan 

dari sulatul elntitas pellaporan yang masing-

masing dibandingkan delngan anggarannya. 

Sellanjultnya, LRA julga melnyajikan informasi 

melngelnai pelrbandingan antara relalisasi 

pelndapatan dan bellanja pelmelrintah daelrah 

sellama satul pelriodel pellaporan selhingga dapat 

dikeltahuli sellisih antara keldulanya. Apabila 

pelndapatan yang ditelrima pelmelrintah daelrah 

mellelbihi bellanja, maka daelrah melngalami 

sulrpluls anggaran. Selbaliknya, apabila 

pelndapatan yang ditelrima pelmelrintah daelrah 

lelbih kelcil dari bellanja, maka daelrah 

melngalami delfisit anggaran. Ulntulk melngatasi 

kondisi telrselbult, telrdapat pelmbiayaan daelrah 

yang digulnakan pelmelrintah daelrah ulntulk 

melnyalulrkan kellelbihan dana ataul melnultulpi 

kelkulrangan dana. Jika masih telrdapat sellisih 

antara pelndapatan, pelngellularan, selrta 

pelmbiayaan, maka sellisih telrselbult 

telrakulmullasi dalam Sisa Lelbih/Kulrang 

Pelmbiayaan Anggaran yang kelmuldian 

disingkat SILPA/SIKPA. 

SILPA adalah sellisih antara 

sulrpluls/delfisit anggaran delngan pelmbiayaan 

nelto. Dalam pelnyulsulnan APBD, angka SILPA 

selharulsnya sama delngan nol 

(djpk.kelmelnkelul.go.id). Artinya pelnelrimaan 

pelmbiayaan haruls dapat melnultulp delfisit 

anggaran yang telrjadi, namuln dalam 

relalisasinya SILPA masih melnjadi masalah 

yang selring dihadapi pelmelrintah daelrah pada 

seltiap belrakhirnya pelriodel anggaran karelna 

daelrah sellalul melmilki sisa dana di akhir masa 

anggaran. SILPA melrulpakan indikator yang 

melnggambarkan elfisielnsi pelngellularan 

pelmelrintah karelna SILPA hanya akan 

telrbelntulk bila telrjadi sulrpluls pada APBD dan 

selkaliguls telrjadi pelmbiayaan nelto yang positif, 

yang mana komponeln pelnelrimaan lelbih belsar 

dari komponeln pelngellularan pelmbiayaan. 

Namuln nilai SILPA yang belsar melnulnjulkkan 

geljala yang kulrang baik karelna selmakin belsar 

SILPA tahuln belrkelnaan melngindikasikan 

kulrang telpatnya pelrelncanaan anggaran ataul 

bellulm optimalnya pelnyelrapan anggaran. 

Relndahnya pelnyelrapan anggaran salah 

satulnya diselbabkan karelna pelmelrintah daelrah 

yang telrlalul relndah melngelstimasikan 

pelndapatan dan telrlalul tinggi dalam 

melngelstimasikan pelngellularan. Pelmelrintah 

daelrah delngan tingkat pelrtulmbulhan yang 

tinggi dapat melnggali sulmbelr-sulmbelr yang 

dimiliki daelrahnya dan akan telrcelrmin dalam 

Pelndapatan Asli Daelrah (PAD). PAD 

melrulpakan salah satul sulmbelr ultama 

pelndapatan daelrah yang dipulngult belrdasarkan 

pelratulran daelrah selsulai delngan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan. Delngan adanya 

delselntralisasi fiskal, daelrah melmpulnyai 
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kelwelnangan yang lelbih belsar ulntulk 

melngoptimalkan pelndapatan daelrahnya 

selhingga porsi PAD selbagai komponeln 

pelnelrimaan daelrah julga melningkat. PAD yang 

tinggi melnggambarkan bahwa pelmelrintah 

daelrah telrselbult dapat melngellola kelulangannya 

selcara mandiri tanpa banyak bantulan dari 

pelmelrintah pulsat. 

Pelmelrintah daelrah yang dapat 

melningkatkan PAD dalam julmlah yang belsar 

diharapkan dapat melningkatkan pelnelrimaan 

daelrah dan melngulrangi delfisit anggaran, sellain 

itul julga diharapkan dapat melngulrangi sulmbelr 

pelnelrimaan yang belrasal dari dana 

pelrimbangan yang belrarti dapat melningkatkan 

kelmandirian daelrah. Salah satul komponeln dari 

dana pelrimbangan adalah Dana Alokasi 

Ulmulm (DAUl). Melnulrult UlUl No. 1 Tahuln 

2022 telntang Hulbulngan Kelulangan Antara 

Pelmelrintah Pulsat dan Pelmelrintah Daelrah, 

DAUl adalah dana yang belrsulmbelr dari 

pelndapatan APBN yang dialokasikan delngan 

tuljulan pelmelrataan kelmampulan kelulangan antar 

daelrah ulntulk melndanai kelbultulhan daelrah 

dalam rangka pellaksanaan delselntralisasi. 

Delngan adanya DAUl diharapkan dapat 

melngulrangi keltimpangan kelmampulann 

kelulangan dan layanan pulblik antar daelrah. 

Otonomi daelrah selrta delselntralisasi tidak 

telrlelpas dari pellaksanaan pelmbangulnan 

daelrah. Pelmbangulnan daelrah dapat 

diwuljuldkan delngan adanya pelmbangulnan fisik 

belrulpa sarana dan prasarana. Pelmbangulnan 

fisik telrselbult dapat dilaksanakan mellaluli 

bellanja modal. Dalam PMK No. 

214/PMK.05/2013 telntang Bagan Akuln 

Standar, diselbultkan bahwa bellanja modal 

melrulpakan pelngellularan anggaran dalam 

rangka melmpelrolelh ataul melnambah aselt teltap 

dan/ataul aselt lainnya yang melmbelri masa 

manfaat lelbih dari satul pelriodel akulntansi (12 

bullan) selrta mellelbihi batasan nilai minimulm 

kapitalisasi. Bellanja modal adalah pelngellularan 

yang dilakulkan dalam rangka pelmbelntulkan 

modal yang sifatnya melnambah aselt teltap ataul 

aselt lainnya yang melmbelrikan manfaat lelbih 

dari satul pelriodel akulntansi, telrmasulk di 

dalamnya adalah pelngellularan ulntulk biaya 

pelmelliharaan yang sifatnya melmpelrtahankan 

ataul melnambah masa manfaat, melningkatkan 

kapasitas dan kulalitas aselt. 

Belrdasarkan felnomelna di atas, pelnelliti 

melncoba mellihat seljaulh mana dampak yang 

ditimbullkan olelh pelngarulh PAD, DAUl, dan 

Bellanja Modal telrhadap SILPA pada Provinsi 

di Sulmatelra tahuln 2017-2021 delngan 

mellakulkan pelnellitian yang belrjuldull “Pelngarulh 

Pelndapatan Asli Daelrah, Dana Alokasi 

Ulmulm, dan Bellanja Modal telrhadap Sisa 

Lelbih Pelmbiayaan Anggaran pada Provinsi di 

Sulmatelra”. 

 

2. TELAAH LITERATUR  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

SILPA melrulpakan indikator yang 

melnggambarkan elfisielnsi pelngellularan 

pelmelrintah. SILPA hanya akan telrbelntulk bila 

telrjadi sulrpluls pada APBD dan selkaliguls 

telrjadi pelmbiayaan nelto yang positif. 

Melnulrult PP No. 71 Tahuln 2010, SILPA 

melrulpakan sellisih lelbih antara relalisasi 

pelndapatan-LRA dan bellanja selrta pelnelrimaan 

dan pelngellularan pelmbiayaan dalam APBD 

sellama satul pelriodel pellaporan. SILPA adalah 

sellisih antara sulrpluls/delfisit anggaran delngan 

pelmbiayaan nelto. Dalam pelnyulsulnan APBD 

angka SILPA ini selharulsnya sama delngan nol. 

Artinya bahwa pelnelrimaan pelmbiayaan haruls 

dapat melnultulp delfisit anggaran yang telrjadi 

(djpk.kelmelnkelul.go.id).   

Secara teoritis menurut Mahmudi 

(2016:171) SILPA pada akhir tahun anggaran 

dapat dihitung sebagai berikut: 

 

SILPA = (Realisasi Pendapatan – Realisasi 

Belanja) + (Realisasi Penerimaan 

Pembiayaan – Realisasi Pengeluaran 

Pembiayaan) 

 

SILPA dapat bersumber dari pelampauan 

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan 

pendapatan transfer, pelampauan penerimaan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

pelampauan penerimaan pembiayaan, 

penghematan belanja, kewajiban kepada pihak 

ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak 

tercapainya capaian target kinerja dan sisa 

dana pengeluaran pembiayaan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD melrulpakan bagian dari sulmbelr 

pelndapatan daelrah selbagaimana diatulr dalam 

UlUl No. 1 Tahuln 2022 selbagai salah satul 
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sulmbelr pelndapatan dalam kaitan pellaksanaan 

otonomi daelrah. PAD adalah pelndapatan yang 

dipelrolelh daelrah yang dipulngult belrdasarkan 

pelratulran daelrah selsulai delngan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan. PAD belrtuljulan 

melmbelrikan welwelnang kelpada pelmelrintah 

daelrah ulntulk melndanai pellaksanaan otonomi 

daelrah selsulai delngan potelnsi daelrah selbagai 

pelrwuljuldan dari delselntralisasi 

(djpk.kelmelnkelul.go.id). 

Sulmbelr PAD telrdiri dari: 

1. Pajak Daelrah 

Pajak daelrah adalah kontribulsi wajib kelpada 

daelrah yang telrultang olelh orang pribadi ataul 

badan yang belrsifat melmaksa belrdasarkan 

Ulndang-Ulndang, delngan tidak melndapatkan 

imbalan selcara langsulng dan digulnakan ulntulk 

kelpelrlulan daelrah bagi selbelsar-belsarnya 

kelmakmulran rakyat. 

Terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah dimana dalam 

pemungutan pajak dibagi menjadi pajak yang 

dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak 

yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh 

pemerintah provinsi terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat 

Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan 

(PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak 

yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 

terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

(PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah 

(PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). 

2. Reltribulsi Daelrah 

Reltribulsi daelrah adalah pulngultan daelrah 

selbagai pelmbayaran atas jasa ataul pelmbelrian 

izin telrtelntul yang khulsuls diseldiakan dan/ataul 

dibelrikan olelh pelmelrintah daelrah ulntulk 

kelpelntingan orang pribadi ataul badan.  

Objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu: 

a. Jasa Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan 

yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

b. Jasa Usaha 

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal 

dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah 

sepanjang belum disediakan secara memadai 

oleh pihak swasta. 

c. Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah 

pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah 

daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

3. Hasil Pelngellolaan Kelkayaan Daelrah 

yang Dipisahkan 

Hasil pelngellolaan kelkayaan daelrah yang 

dipisahkan melrulpakan pelnelrimaan daelrah atas 

hasil pelnyelrtaan modal daelrah. Hasil 

pelngellolaan kelkayaan daelrah yang dipisahkan 

melrulpakan salah satul sulmbelr PAD yang 

digulnakan ulntulk melnganggarkan hasil 

pelnjulalan Pelrulsahaan Milik Daelrah (BUlMD) 

dan pelnjulalan aselt milik daelrah yang 

dikelrjasamakan delngan pihak keltiga ataul hasil 

divelstasi pelnyelrtaan modal pelmelrintah daelrah. 

Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba 

atas penyertaan modal pada BUMD dan 

bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan swasta. 



P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940 
 

Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 8 No. 1 2024                                                              197                                                             
 

4. Lain-lain Pelndapatan Asli Daelrah 

yang sah 

Lain-lain PAD yang sah melrulpakan 

pelnelrimaan daelrah sellain pajak daelrah, 

reltribulsi daelrah, dan hasil pelngellolaan 

kelkayaan daelrah yang dipisahkan. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak 

dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang 

tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa 

giro, hasil pengelolaan dana bergulir, 

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan 

ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan 

komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk penerimaan atau penerimaan lain 

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang 

daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan 

pendapatan daerah, penerimaan keuntungan 

dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing, pendapatan denda atas 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 

pendapatan denda pajak daerah, pendapatan 

denda retribusi daerah, pendapatan hasil 

eksekusi atas jaminan, pendapatan dari 

pengembalian, pendapatan dari BLUD dan 

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Melnulrult UlUl No. 1 Tahuln 2022, DAUl 

adalah bagian dari transfelr kel daelrah yang 

dialokasikan delngan tuljulan melngulrangi 

keltimpangan kelmampulan kelulangan dan 

layanan pulblik antar daelrah. Belrdasarkan 

Pelrmelndagri No. 77 Tahuln 2020, DAUl adalah 

dana yang belrsulmbelr dari pelndapatan APBN 

yang dialokasikan pelmelrintah pulsat kelpada 

pelmelrintah daelrah delngan tuljulan pelmelrataan 

kelmampulan kelulangan antar daelrah dalam 

rangka melndanai kelbultulhan daelrah dalam 

pellaksanaan delselntralisasi. 

DAUl dialokasikan pelmelrintah pulsat 

ulntulk daelrah provinsi dan kabulpateln/kota. 

DAUl dimaksuldkan ulntulk melmbantul 

melmbiayai kelgiatan-kelgiatan khulsuls di daelrah 

telrtelntul selsulai delngan prioritas nasional, 

khulsulsnya ulntulk melmbiayai kelbultulhan sarana 

dan prasarana pellayanan dasar masyarakat 

yang bellulm melncapai standar telrtelntul ataul 

ulntulk melndorong pelrcelpatan pelmbangulnan 

daelrah. DAUl adalah transfelr dana yang 

belrsifat block grant, selhingga pelmelrintah 

daelrah melmiliki kelbelbasan dalam 

melnggulnakan DAUl selsulai delngan kelbultulhan 

dan aspirasi daelrahnya (Halim, 2016). 

Dalam UlUl No. 1 Tahuln 2022, Dana 

Alokasi Ulmulm (DAUl) dijellaskan bahwa 

julmlah kelsellulrulhan DAUl diteltapkan 

selkulrang-kulrangnya 26% (dula pullulh elnam 

pelrseln) dari Pelndapatan Dalam Nelgelri Nelto 

yang diteltapkan dalam APBN. DAUl ulntulk 

sulatul daelrah dialokasikan atas dasar cellah 

fiskal dan alokasi dasar. Cellah Fiskal adalah 

kelbultulhan fiskal dikulrangi delngan kapasitas 

fiskal daelrah seldangkan alokasi dasar dihitulng 

belrdasarkan julmlah gaji Pelgawai Nelgelri Sipil 

Daelrah. 

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah 

(provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan 

dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, 

dimana kebutuhan DAU suatu daerah 

ditentukan atas kebutuhan daerah dengan 

potensi daerah. Dana Alokasi Umum 

digunakan untuk menutup celah yang terjadi 

karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi 

penerimaan daerah yang ada. 

Belanja Modal 

Bellanja modal merupakan pelngellularan 

anggaran ulntulk pelrolelhan aselt teltap dan aselt 

lainya yang melmbelri manfaat lelbih dari satul 

pelriodel akulntansi (Erlina, 2015). Bellanja 

modal mellipulti bellanja modal ulntulk pelrolelhan 

tanah, geldulng dan bangulnan, pelralatan, selrta 

aselt tak belrwuljuld. Melnulrult PP No. 12 Tahuln 

2019, bellanja modal adalah pelngellularan 

anggaran ulntulk pelrolelhan aselt teltap dan aselt 

lainnya yang melmbelri manfaat lelbih dari satul 

pelriodel akulntansi. 

Alokasi bellanja modal didasarkan pada 

kelbultulhan sarana dan prasarana daelrah, baik 

ulntulk kellancaran pellaksanaan tulgas 

pelmelrintahan maulpuln ulntulk fasilitas pulblik. 
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Seltiap tahuln pelmelrintah daelrah melngadakan 

pelngadaan aselt teltap selsulai delngan prioritas 

anggaran dan pellayanan pulblik yang 

melmbelrikan dampak jangka panjang selcara 

finansial. Nilai aselt teltap yang dianggarkan 

dalam bellanja modal adalah selbelsar harga belli 

ataul harga banguln aselt ditambah sellulrulh 

bellanja yang telrkait delngan 

pelngadaan/pelmbangulnan aselt sampai aselt siap 

ulntulk digulnakan. Bellanja modal dimaksuldkan 

ulntulk melndapatkan aselt teltap pelmelrintah 

daelrah yaitul pelralatan, bangulnan, infrastrulktulr 

dan harta teltap lainnya.  Bellanja modal belrsifat 

invelstasi dikarelnakan manfaat yang dibelrikan 

belrsifat jangka panjang selhingga pelmelrintah 

daelrah selbaiknya lelbih melmprioritaskan 

bellanja modal telrultama ulntulk pelmbangulnan 

infrastrulktulr dibandingkan bellanja yang 

belrsifat konsulmtif (Halim, 2016). 

Kelompok belanja modal terdiri atas 

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, 

belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, 

irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya 

serta belanja aset lainnya. Selain itu belanja 

modal harus memenuhi tiga kriteria yaitu 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, digunakan dalam kegiatan 

pemerintah daerah serta memenuhi batas 

minimum kapitalisasi aset. 

3. METODE PENELITIAN 

Meltodel yang digulnakan dalam pelnellitian 

ini adalah meltodel kulantitatif.  Data yang 

digulnakan adalah data Laporan Kelulangan 

Pelmelrintah Daelrah (LKPD) 10 Provinsi di 

Sulmatelra yang dipelrolelh dari welbsitel Badan 

Pelmelriksa Kelulangan Relpulblik Indonelsia 

(BPK RI). Variabell yang digulnakan pada 

pelnellitian ini adalah PAD (X1), DAUl (X2), 

Bellanja Modal (X3), dan SILPA (Y). 

Statistical Produlct and Selrvicel Solultion 

(SPSS) velrsi 26 digulnakan ultulk analisis data, 

yang melncakulp analisis relgrelsi linielr 

belrganda.  

Popullasi pelnellitian ini adalah 10 Provinsi 

di Sulmatelra yang ditulnjulkkan pada tabell 1. 

 

 

Tabel 1 

Daftar Provinsi di Sumatera 

No Provinsi 

1 Acelh 

2 Sulmatelra Ultara 

3 Sulmatelra Barat 

4 Riaul 

5 Kelpullaulan Riaul 

6 Jambi 

7 Belngkullul 

8 Sulmatelra Sellatan 

9 Kelpullaulan Bangka Bellitulng 

10 Lampulng 

Sulmbelr : Welbsitel Badan Pulsat Statistik, 2023 

Popullasi yang melrulpakan sulbjelk 

pelnellitian selcara altelrnatif dapat dianggap 

selbagai sampell. Sampling jelnulh adalah Telknik 

sampling yang digulnakan dalam pelnellitian ini, 

dimana selmula anggota popullasi digulnakan 

selbagai sampell yaitul seljulmlah 50 ulnit yang 

telrdiri dari 10 Provinsi pelriodel 2017-2021. 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabell 2 melnampilkan hasil analisis 

relgrelsi linielr belrganda. 
Tabel 2 

Uji Statistik t 
Coefficientsa 

Modell 

U lnstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coelfficielnts 

t Sig. B 

Std. 

E lrror Belta 

1 (Constant) -40.356 18.096  -2.230 .031 

PAD -.547 .448 -.286 -1.223 .228 

DAUl 2.829 1.031 .679 2.744 .009 

BM .104 .433 .051 .239 .812 

a. Delpelndelnt Variablel: SILPA 

Sulmbelr : Data diolah delngan SPSS 26 (2023) 

Tabell 2 melncantulmkan nilai konstanta 

ulntulk seltiap variabell yaitul variabell PAD (X1) 

delngan nilai koelfisieln relgrelsi -0,547, variabell 

DAUl (X2) delngan nilai koelfisieln relgrelsi 

selbelsar 2,829 dan variabell bellanja modal (X3) 

delngan nilai koelfisieln relgrelsi selbelsar 0,104. 

Belrikult melrulpakan belntulk modell relgrelsi linielr 

belrganda: 
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Y = -40.356 - 0.547 + 2.829 + 0.104 

Ulji t pada tabell 2 melnulnjulkkan pelngarulh 

masing-masing variabell selcara parsial yaitul 

variabell PAD (X1) tidak belrpelngarulh telrhadap 

SILPA karelna nilai signifikansinya (0,228) 

lelbih belsar dari (0,05). DAUl (X2) 

belrpelngarulh telrhadap SILPA delngan nilai 

signifikansi (0,009) lelbih kelcil dari (0,05). 

Bellanja Modal (X3) tidak belrpelngarulh 

telrhadap SILPA karelna nilai signifikansinya 

(0,812) lelbih belsar dari (0,05). 

Tabel 3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Modell R R Sqularel 

Adjulsteld R 

Sqularel 

Std. E lrror of thel 

E lstimatel 

1 .508a .258 .209 1.06997 

a. Preldictors: (Constant), BM, PAD, DAUl 

b. Delpelndelnt Variablel: SILPA 

Sulmbelr : Data diolah delngan SPSS 26 (2023) 

Belrdasarkan tabell 3, nilai Adjulsteld R-

Squlareld ataul pelnguljian selcara simulltan 

melnulnjulkkan nilai selbelsar 0,209. Hal ini 

belrarti selbelsar 20,9% variabell delpelndeln ataul 

SILPA dipelngarulhi olelh PAD, DAUl dan 

Bellanja Modal. Sisanya selbelsar 79,1% 

dipelngarulhi ataul dijellaskan olelh variabell lain 

yang tidak dimasulkkan dalam modell 

pelnellitian ini. 

Tabel 4 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Modell 

Sulm of 

Sqularels df 

Melan 

Sqularel F Sig. 

1 Relgrelssion 18.285 3 6.095 5.324 .003b 

Relsidulal 52.662 46 1.145   

Total 70.947 49    

a. Delpelndelnt Variablel: SILPA 

b. Preldictors: (Constant), BM, PAD, DAUl 

Sulmbelr : Data diolah delngan SPSS 26 (2023) 

Ulntulk melngeltahuli pelngarulh simulltan 

variabell indelpelndelnt telrhadap variabell 

delpelndeln maka dilakulkan ulji statistic F. 

belrdasarkan tabell 4 nilai signifikan adalah 

(0,003) yang lelbih kelcil dari (0,05). Hal ini 

melnulnjulkkan bahwa variabell indelpelndeln 

PAD, DAUl, dan Bellanja Modal selcara 

belrsama-sama melmiliki pelngarulh telrhadap 

variabell SILPA. 

Pembahasan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang 

dipelrolelh ulntulk PAD nilai t tabell 1,67866. 

Nilai t hitulng selbelsar -1,223 delngan nilai 

signifikansi 0,228. Nilai t hitulng < t tabell       

(-1,223 < 1,67866) dan nilai signifikansi lelbih 

belsar dari 0,05 (0,228 > 0,05) maka hipotelsis 

pelrtama (H1) ditolak. Hasil pelnellitian yang 

dilakulkan melnulnjulkkan PAD tidak 

belrpelngarulh telrhadap SILPA. PAD adalah 

salah satul sulmbelr pelndapatan daelrah yang 

dipulngult belrdasarkan pelratulran daelrah selsulai 

delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan. PAD 

melnggambarkan seljaulh mana kelmampulan 

pelmelrintah daelrah dalam melnggali potelnsi 

daelrah yang ada. Relalisasi PAD dari yang 

dianggarkan apabila tidak diimbangi delngan 

bellanja daelrah yang elfelktif maka akan 

melnghasilkan SILPA. Pada 10 provinsi di 

Sulmatelra, PAD tidak melmpelngarulhi SILPA. 

Hal ini menunjukkan belanja operasional 

daerah didominasi dari PAD. Ini juga 

menunjukkan serapan anggaran PAD pada 

Provinsi di Sumatera sudah optimal. PAD 

yang elfelktif ditulnjulkkan olelh sellisih relalisasi 

dan anggaran. Pelnellitian ini tidak seljalan 

delngan pelnellitian yang dilakulkan Yulliana 

(2022) yang melnyatakan bahwa PAD 

belrpelngarulh positif dan signifikan telrhadap 

SILPA. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang 

dipelrolelh ulntulk DAUl nilai t tabell 1,67866/-

1,67866. Nilai t hitulng selbelsar 2,744 delngan 

nilai signifikansi 0,009. Nilai t hitulng > t tabell 

(2,744 > 1,67866) dan nilai signifikansi lelbih 

kelcil dari 0,05 (0,009 < 0,05) maka hipotelsis 

keldula (H2) ditelrima. Hasil pelnellitian yang 

dilakulkan melnulnjulkkan bahwa DAUl 

belrpelngarulh telrhadap SILPA. Hal ini 

diselbabkan karelna DAUl yang dibelrikan 

pelmelrintah pulsat kelpada seltiap provinsi yang 

ada di sulmatelra bellulm dialokasikan delngan 

baik selhingga anggarannya bellulm telrselrap 

delngan selmelstinya. Pelnellitian ini seljalan 

delngan pelnellitian yang dilakulkan Dullahi 
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(2016) yang melnyatakan bahwa DAUl 

belrpelngarulh positif dan signifikan telrhadap 

SILPA. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang 

dipelrolelh ulntulk Bellanja Modal nilai t tabell 

1,67866. Nilai t hitulng selbelsar 0,239 delngan 

nilai signifikansi 0,812. Nilai t hitulng < t tabell 

(0,239 < 1,67866) dan nilai signifikansi lelbih 

belsar dari 0,05 (0,812 > 0,05) maka hipotelsis 

keltiga (H3) ditolak. Hal ini melnulnjulkkan 

Bellanja Modal tidak belrpelngarulh telrhadap 

SILPA. Hasil ini melngindikasikan bahwa naik 

tulrulnnya bellanja modal tidak belrpelngarulh 

telrhadap SILPA. Bellanja modal adalah 

pelngellularan anggaran ulntulk pelrolelhan aselt 

teltap dan aselt lainya yang melmbelri manfaat 

lelbih dari satul pelriodel akulntansi. Selmakin 

meningkat relalisasi bellanja modal maka 

SILPA akan selmakin menurun, selbaliknya 

selmakin menurun relalisasi bellanja modal 

maka SILPA akan selmakin meningkat. Pada 

10 provinsi di Sulmatelra, Bellanja Modal tidak 

melmpelngarulhi SILPA, hal ini diselbabkan 

karelna relalisasi Bellanja Modal yang elfelktif 

yang ditulnjulkkan olelh sellisih relalisasi 

anggaran yang nilainya tidak telrlampaul jaulh. 

Hasil pelnellitian ini seljalan delngan pelnellitian 

yang dilakulkan olelh Gulntara (2020) yang 

melnyatakan bahwa bellanja modal tidak 

belrpelngarulh telrhadap SILPA. 

5. SIMPULAN 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, pelnullis 

melnarik kelsimpullan PAD dan Belanja Modal 

selcara parsial tidak belrpelngarulh telrhadap 

SILPA. Selanjutnya DAU secara parsial 

berpengaruh terhadap silpa. PAD, DAU dan 

Belanja Modal secara simultan berpengaruh 

terhadap SILPA sebesar 20,9%. 
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